
BUPATI BARITO SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
,.• .-· 

NOMOR , · TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA, 

GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA, 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH�N DAERAH 

KABUPATEN BARITO SELATAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SELATAN, 

bahwa linful<- melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 
Peraturan Pe1:1friptal1, ,-,,N9JI1Qf--, 35 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pemberian · Q_aji, Penstun Atau Tunjangan Ketiga 
Belas Kepada Pegawai;-Neg'eri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

- . . �r " Indonesia, Anggota Kepolisian • ,, Negara Republik Indonesia,
..t-... Pejabat N�gara dan Pen�rima I?ensiun Atau Tunjangan dan 

,,,,, -... '· ,J /',. :;i, Pasal 10 ayat (2)' Rer_aturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 
�-� - - � _':>-ii "" ten tang Pemberian Tunjangan .Had Raya Kepada Pegawai Negeri 

,-Sipil, Prajurit Tentara Nasional ;Indonesia, Anggota Kepolisian 
l - I r:"-Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun

-� . ·, ·· -

dan PeneriID;a Tunjangari;, perlu_-menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pefi.:mjuk"" Tekrtis Pelaksai}acin Pemberian Tunjangan 

- - � ... �""' 

Hari Raya, Gaji Atau Tunjangan- Ketiga Belas Kepada Pejabat 
Negara, Pimpina:'l:l�_dan -1\nggola Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Pega\v'�i Negeri· Sipil di Lingkungan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Barito Selatan; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 5494);
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3. UnCang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia I'{omor 5587) sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
l.lomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerair
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679\;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia,Pejaba.t. Nega-ra, clan Penerima Pensiun atau
T\rnjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6

Nomor115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5388) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
Lg Tahun 2A16 tentang Pemberian Gaji, Pensiun Atau
T\rnjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
Atau Tunjangan (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun
2Ol9 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 63a8);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2Ol9 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun
dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'Iahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor ffia9);

7. Peraturan folenteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturai:i Meriieri Dalani Negeri l.lomor 2'i Tahurr 2Al7
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun

?OLL Nomor 31O);



8.

-J:

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Oi8 Nomor 157\;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun

2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito selatan Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

9.

10. Peraturan Daerah Kabr-lpaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2A:.9 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 12);

lL.Peraturan Bupati Bariio Selatan Nomor 17 Tahun 2Al7
tentang Pelaksanaaq Hak' Keuangan dan Administratif
pimpinan' 'dan e-nggou Dewan Pewakilan Rakyat Daerah

(Berita Daerah ,KabupStgn Barito Selatan Tahun 2AL7

Nomor 17);

.;.:- :.i:, ....., :a:.:. . .

MEITIUTTISKAN:

PERAruR4r{ rupetr ,!PII$_{9-__ lPtYIruK TEKNIS
PETAKSANAA!{ PEMBERIAN TUNJANGAN HABI RAYA' GAJI
ATAU TUNJANCA!{,. .KE-$IGA BELAS KEPADA PE"IABAT
NESARA, PIMPII-{AN',,6O 

' .ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUilGAN PEMERII{TAHAN DAERAH I{ABUPATEN
BARITO SELATAN.

Menetapkan:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Barito Seiatan.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
iembaga perwakiian rai<yat daerah yang berkeciuciukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

6. Pimpinan dan Anggota DPRD adaiah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Kabupaten Barito Selatan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

B. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Selatan.

9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

1O. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada
Pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

1 i. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, keqgpakatan atau peraturan
perundang-trndangan.

12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutrrya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara',,?engeluar:an untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan / d,iterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas'b,,.9bran pengeluaran D PA- S KPD.

14.Surat Perintah Pencair:an Dana,'yang.,selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan,sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan hari raya bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan
PNS diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan
sebelum bulan hari raya.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

a. yarrg ditugaskan pada Instansi lain di luar Pemerintah Daerah yang
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten; dan

b. Calon PNS.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ternasuk PNS yang sedang
menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang dihrgaskan di luar instansi
pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya-

(1)

(2\

(3)
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(4)

(5)

Dalam hal penghasilan sebagaimana d'imaksud pada ayat (1) belum

dibayarkan -.#;; penghasilan yang seharusnya diterima karena

berubahny, p..rgfr"titan, tcipada yan[ be"rsangkutan tetap diberikan selisih

kekurangan tunjangan hari raya'

Penghasilan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu:
a. bagi pejabat Negara meliputi gEi pokok, tunjangan keluarga, dan

tunjangan jabatan;
b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok/uang representasi'
- 

ffi..tg*., k"lr*rga dan tunjangan jabatan; dan

c. bagi pNS melip"tlg":i pokof, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau

tunjangan umum'

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah

tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional'

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan potongan

iuran danl"iro f-oiorg"" lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

(g) penghasilan sebagaim arra .dimaksud pada ayat (51 dikenakan pajak

penghasilan sesuai' d..rg"t, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

ditanggung Pemerintah.

Pasal 3

(1) Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja

sebelum tanggal hari raYa.

(2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dapat dibayarkanl tunjarrg^, nari iaya dapat dibayarkan setelah tanggal

hari raya

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

Gaji atau tunjangan ketiga belas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

DPRD dan PNS diLerikan sebesar penghasilan pada bulan Juni'

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

a. yang dltugaskan pada Instansi lain di luar Pemerintah Daerah yang

lajilya elii:ebankan pada Anggaran Pencl-apa-tan d-an Belanja Daera-h

Kabupaten; dan
b. Calon PNS.

pNS sebagaimana ciimaksuci pacia ayat (i) ticiak termasuk PNS yang seciang

menjalani-cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi
pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum diUayart<an 

""-b""ar 
penghasilan yang seharusnya diterima karena

terubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekr-rrangan penghasilan ketiga belas.

(i)

{2\

(3)

(4)



-6=

(, ) 
i:t-*? "'hj.i"J,"-$#tr *Tffff ' I;l. #;: J :' |lffi n san ke ruar ga' d an

, i:*r"firu#f ffi a3 se3 ll,f ::: Tl':lr:1 ?aJ 

i n o kok / uan g re pre s e nta si'

tunjanga' ft*f""tga e13n tunjangan jabatan; dan

c. bagi pNS meliputigaji p"k"il; d"jr"rg.r, keiuarga, tunjangan jabatan atau

tunjangan umum'

(6) runjansan.jabatan seflsilf"l' i]T11":d Pidi T3:-lt], 
hurur c aciaiah

tunjangan jlu.t.,, strukturat atau tunjangan jabatan fungsional.

{7)PenghasilansebagaimanadimaksudpadaaSrat(5)tidakdikenakanpotongan
iuran d.anlatau potongan r*ir-t.'aasarkan-Ltl""it'"" Peraturan Perundang-

undangan.

(s)Penghasilar-isebagaimanadimaksudpadaayat(sld"ikerrakanpajak
penghasilan sesuald".rg"r, ketentuan Peiaturan Perundang-undangan yang

ait"ttggung Pemerintah'

Pasal 5

(1) pemberian gaji atau tunjangal {etisa !*1?* 
sebagaimana dimaksud dalam

Pasa-l + ayJ1i; dibayarkan pada bulan Juli

(2) Dalam hal pemberian qujl rt*Y. tunj gan kgtiga belas sebagaimana

dimaksud ;#; ;t;l (r) -uarrm d,1q4yaik"t,,'pembavaran dapat dilakukan
pada buian-buian berikutnya.

TATA CARA PEMBAYAMN PEMEERIAN UNJANGAN HARI RAYA, GAJI ATAU
TUNJANGAN KETIGA EELNS

, ,. I Pasal-6 
.,

Tata cara pembayaran, proses penerbitan dan p"rg4rr"n SPP, SPM dan SP2D
pemberian-tunjangan hari raya, gaji atau tu:ejangan ketiga belas dilakukan oleh
SKPD sesuai dengan Peraturan Pefundane-Undangan yang mengatur mengenai
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

(1)

(2\

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasa-l 7

Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara dan PNS yang meninggal dunia
atau tewas diberikan tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu)
bulan gaji terusan pada 2 (ciua) buian sebeium buian hari raya.

Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara dan PNS yang meninggal dunia
atau tewas diberikan gaji atau tunjangan ketiqa belas sebesar penghasilan 1

(satu) bulan gaji terusan sebesar gaji pada bulan Juni
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BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya, gaji atau-tunjan€an ketiga belas

kepada pejabat ll"g*", pimpinan dan Anggota bpnO dan PNS bersumber dari

A&;;;r, i'""a";"i"r, i* eltan;a Daerah rahun Anggaran 2oLe '

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

peratural Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

hg'r. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempa tainya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Selatan.

,., 
'.

2019

Diundangkan di Buntok
pada tanggal

SYATIRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2O1g NOMOR 1T




